
GUBERIIUR U

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAIIUN 20ts

TENTANG

PENJABAR  PERTANGGUNGJA1VABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DEN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ia.

Mengingat : 1.

b.

c.

GUBERNUR 

wa memenuhi ket uan Pasal 9 Peratura
Nomor 7 Tahun 2OI5 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OI4 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan ltnggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4;

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Re
Indonesia Nomor 34lP Tahun 2OI5 tentang
Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan
Tahun 2Ol4 - 2Ol9 dinyatakan V/akil Gubernur Riau
untuk melaksanakan Tugas & Ke,wenangan 
Riau Masa Jabatan Tahun 2Ol4 - 2CtI9;

bahwa berdasarkan pertimbangan se
dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pen;iabaran Pertanggung
jawaban Pelaksanaan Anggaran PenLdapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2O 14;

Undang-Undang Nomor 6I Talhun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor ll2. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor l'646);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang k
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
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3.

Negara Republik Indonesia 3372) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Unda.ng Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembarare Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2L Tahurl 1997 tentan ea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Elangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t g
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 te ng
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 47, TambahaLn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 t g
Perbendaharaan Negara (LembareLn Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 5, 'Iambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Taleun 2OO4 t ng
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahaLn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4aOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang m
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembatarl Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang k
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5t)49);

10. Undang-Undang Nomor 12 Talhun 2OII 
Pembentukan Peraturan .Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

11. Undang-Undang Nomor 23 Talhun 2OI4 g
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tenteLng Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 'fahun 2Ot4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5'679);
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l2.Peraturan Pemerintah Nomor 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 2l Tahun 2OO7

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahwn 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggo,ta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahain Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7I2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a57a);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'Tahun 2005 t ng
Dana Perimbangan (Lembaran Nega:ra Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 'Tahun 2005 te ng
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 'Tahun 2OOS te ng
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembarein Negara Republik
Indonesia Nomor a5771;

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 'Tahun 2005 te ng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 te ang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Repubrlik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 ilahun 2006 t g
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

a Nomor a6la);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapzr kali teakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OIl
tentang Perubahan Kedua atas Pera-turan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Ta 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Ileviu Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

24.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OI4 Nomor 4)

2'.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tah
tentang Perubahan Anggaran Pen<lapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OI4 Nomor 11);

26.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Ta
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Trahun Anggaran 2Ol4
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2OLS Nomor 7);

27 . Peraturan Gubernur Riau Nomor 55i Tahun 2OIO 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2OlO
Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2OI3 tentang
Perubahan atas Peraturan Guber:nur Riau Nomor 55
Tahun 2OIO tentang Sistem dan .Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi
Riau Tahun 2OI3 Nomor 68);

23.Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2OlI 
Kebijakan Akuntansi Provinsi Rliau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OII Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 43
Tahun 2OI3 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2A:II tentang Kebijakan
Akuntansi Provinsi Riau (Berita Daerah Provi
Tahun 2OI3 Nomor 43);

29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2OI4 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2OI4 Nomor 3);

30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2OI
Perubahan Penjabaran Anggararo Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4 (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 59)'



MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR PENJABARAN
PERTANGGUNGJAIIIABAN PELAKSAIIAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI TAHUN ANGGARAN
20t4

Pasal 1

Laporan realisasi tahun 2Ol4 terdiri
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli D ah Rp 3.245.O87.745.O89,53
2. Dana Perimban n Rp 4.231.808'633 .743,OO

3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah Rp 655.513.513.0OO.0O

Jumlah Pendapat  Rp {3. I32.4O9 .891 .832,53

b. Belanja
1. Belanja Tidak Lan ng:

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Hibah
c. Belanja Bantuan

Sosial

2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang

dan Jasa
c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung
Total Belanja
Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Daerah
2. Pengeluaran Daerah

Rp 937.258.184.715,00
Rp 751.853.824.924,OO

Rp 13.015.OOO.000,00
d. Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi
Kabupaten / Kota &
Pemerintah De  Rp 1'614.630.538-837,O2

e. Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan
Desa

Jumlah Belanja Tidak ngsung
Rp 114.713.156.243.00

Rp 13 .43 I .47 O .7 04 .7 L9 ,O2

Rp 188.187.846.533,00

Rp 1.358.77 I.64L.72I,47
Rp 6%.6aa3o2.765.fl

Bpz .l7 O .60g .79 r .Or9 .64

Bpis.602.O7 4 .49 5 .7 38.66
Rp :2. 530.335.396 .O93,87

Rp 1.45 1.086.907 .269,87
Rp 0.0O

Jumlah Pembiayaan etto w1.451.o86.9o7.269.87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Ber aan Rp 3.98t.422.3O3.363,74

Pasal 2
Ringkasan laporan re si anggaran sebagaimana dimaksud dalam l 1

terc"antum p"d" Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Gubernur ini.



Ringkasal laporan sasi anggaran seba  dim:rksud dalam l 1dirinci lebih lanjut ke
tercantum pada
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur

Agar setiap orang

Ri ini mulai berlaku pad ggal di-undangkan.

Gubernur Riau ini
tahuinya, memerint n pengundangan p n
penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tarrggal

n penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

. ARSYADJULIANDI RACH N

Diundangkan di Pekan
padatanggal

sexnnraRrs DAER

BERITA DAERAH PR AU TAHUN 2015 NOMOR
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